PERATURAN PEMERI NTAH PENGGANTI UNDANG- UNDANG ( PERPU)
NOMOR 32 TAHUN 1960 ( 32/ 1960)

TENTANG
PENGGUNAAN MATA UANG RUPI AH DALAM LALU- LI NTAS
PEMBAYARAN LUAR NECER

Presi den Republik I ndonesia,

Meni nbang :

a.

bahwa untuk nenperbai ki kedudukan keuangan Negara kita, baik
dal am perdagangan i nternasional maupun dalam bi dang nonet er
dal am negeri, dipandang perlu nenganbil tindakan-tindakan
dal am penggunaan mnat a uang rupi ah dalam |l al u-1intas penbayaran
| uar negeri ;

b. bahwa dal am rangka usaha nel ancar kan penbangunan senesta perlu
adanya penyeder hanaan dal am bi dang i npor dan ekspor;

C. bahwa karena keadaan nenaksa soal tersebut diatur dengan
Per at uran Peneri ntah Pengganti Undang- undang;

Mengi ngat

1. Peraturan Penerintah No. 42 tahun 1959 (Lenbaran-Negara 1959
No. 92) tentang Pungutan Ekspor dan | npor,

2. Peraturan Penerintah no. 43 tahun 1959 (Lenbaran-Negara 1959
No. 93) tentang Penetapan Harga Mata Uang Rupi ah;

3. Pasal 22 ayat (1) dan pasal 23 ayat (3) dan (4) Undang-undang
Dasar ;

Mendengar

Menteri Pertama, Menteri Keuangan dan Menteri Per dagangan.

Menut uskan :
Menet apkan

Peraturan Penerintah Pengganti Undang-undang tentang Penggunaan
Mat a Uang Rupi ah dal am | al u-1intas penbayaran | uar negeri .

Pasal 1.

Dengan Peraturan Penerintah Pengganti Undang-undang ini dicabut
Peraturan Penerintah No. 42 tahun 1959 (Lenbaran-Negara 1959 No.
92) tentang Pungutan Ekspor dan | npor.

Pasal 2.

Dengan ket entuan-ketentuan dalam Peraturan Penerintah Pengganti



Undang-undang ini nmaka nilai mata uang asing terhadap rupiah
sebagai mana ditetapkan dal am Perat uran Penerintah No. 43 tahun 1959
(Lenbar an- Negara 1959 No. 93) tentang Penetapan Mata Uang Rupi ah,
sel anjutnya disebut kurs dasar rupiah, dipergunakan untuk senua
transaksi -transaksi devisen, baik dalam sektor ekspor dan inpor
nmaupun j asa-j asa.

Pasal 3.

Ekspor barang-barang atau hasil bum keluar daerah pabean |ndonesia
di kenakan bea keluar berdasarkan Peraturan Penerintah Pengganti
Undang- undang tersendiri .

Pasal 4.

(1) Inpor dibagi dal amdua gol ongan.
a. Bar ang- barang yang penting bagi perekonom an | ndonesi a;
b. Bar ang- barang | ai nnya yang masi h di but uhkan.

(2) Barang-barang tersebut dalam ayat (1) huruf a ditetapkan dal am
suatu Peraturan Penerintah tersendiri.
Sel ama masi h di pandang perlu Menteri Keuangan bersanma-sanma dengan
Menteri Perdagangan nenet apkan suatu konponen harga yang har us
di bayar atas barang termaksud dal amayat (1) huruf a itu.

(3) Terhadap inpor dari barang-barang ternmaksud dal am ayat

(1) huruf b, Penerintah dapat nengadakan penbuatannya berdasarkan
Peraturan Penerintah tersendiri.
Sej auh barang-barang ternmaksud dalam ayat (1) huruf b tidak
di kenakan penbat asan tersebut, nmaka inpornya di gunakan devi sen
dengan harga yang ditetapkan ol eh Bank | ndonesi a dengan tujuan
unt uk nmencapai kesei nbangan nilai mata uang rupi ah.

Pasal 5.

I mpor dengan valuta asing yang tidak tercatat sebagai kekayaan
devi sen Negara, dapat dilakukan untuk barang-barang yang jenis dan
syarat pengi nporannya ol eh Menteri Perdagangan ber sama-sama dengan
Ment eri Keuangan.

Pasal 6.

Pemungut an bea masuk, bea statistik, bea berat barang dan pajak

masuk (paj ak penjualan) ditetapkan dengan Peraturan Penerintah

Pengganti Undang-undang tersendiri.

Pasal 7.

(1) Penjualan devisen oleh bank untuk jasa-jasa tertentu,
sebagai mana ditetapkan ol eh Menteri Keuangan, dikenakan paj ak
ber dasarkan Peraturan Penerintah Pengganti Undang- undang
tersendiri.

(2) Didalam rangka nenperbesar peneriman devisen dalam sektor



jasa-jasa. Menteri Keuangan dapat nenetapkan harga tanbahan
bagi penyerahan devi sen dari jasa-jasa tertentu.

Pasal 8.

Menteri Perdagangan bersama-sama dengan Menteri Keuangan nenet apkan
per at ur an- peraturan untuk menyel esai kan sistim ekspor konsinyasi
dengan counter-inpor, yang berlaku dibeberapa daerah dengan
Per at ur an Peneri ntah Pengganti Undang-undang i ni.

Pasal 9.

Per at ur an- peraturan peralihan dan peraturan-peraturan pelaksanaan
dari Peraturan Penerintah Pengganti Undang-undang ini ditetapkan
ol eh Menteri Keuangan

Pasal 10.

Per at uran Peneri ntah Pengganti Undang-undang ini mul ai berl aku pada
tanggal 25 Agustus 1960, jam 06.00 waktu Jawa.

Agar supaya setiap orang nengetahui nya, nenerintahkan pengundangan
Per at uran Penerintah Pengganti Undang-undang ini dengan penenpat an
dal am Lenbar an- Negar a Republ i k | ndonesi a.

Dt etapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Agustus 1960,
Presi den Republ ik I ndonesi a,
ttd
SCEKARNO

D undangkan di Jakarta,
pada tanggal 24 Agustus 1960.
Menteri Kehaki man,

ttd
SAHARDI O
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERI NTAH PENGGANTI  UNDANG- UNDANG
NOMCOR 32 TAHUN 1960
TENTANG
PENGGUNAAN MATA UANG RUPI AH DALAM LALU- LI NTAS
PEMBAYARAN LUAR NECERI
UMUM

Sel ama satu tahun Kabinet Kerja telah nenganbil tindakan-

ti ndakan persi apan di bi dang ekonom dan keuangan, bai k dal am
hubungan keadaan dal am negeri, maupun dal am hubungan | al u-1intas
penbayar an | uar negeri, untuk nentiadakan unsur-unsur negatif,
yang nmudah nerintangi usaha-usaha kearah realisasi cita-cita
masyar akat adil dan maknur



Keadaan keuangan Negara di dal am negeri telah di perkuat karena
meni ngkat nya peneri naan Negar a.

Dal am hubungan | al u-1intas penbayaran |luar negeri, |ikwditet
Negara telah nenjadi |ebih baik, karena kekayaan devi sen Negara
t el ah nmeni ngkat dengan berarti.

Namun, keadaan ekonom kita kesel uruhnya bel um nmencer m nkan

per bai kan- per bai kan tersebut diatas, ol eh karena persedi aan dan
per edaran bar ang dal am negeri bel um ber kenbang sesuai denga

per kenmbangan di |l apangan keuangan Negara, seperti diuraikan

di at as.

Sekarang Penerintah nmem |iki/mengawasi bi dang- bi dang produksi dan
per dagangan yang vital. Bank Penbangunan | ndonesia tel ah
di di ri kan unt uk nmengkoordi nir penbel anj aan penbangunan, sedangkan
bank- bank Negara sudah dapat nel ayani perusahaan- perusahaan
Negara yang bekerja di berbagai bidang itu, nenurut dasar-dasar
bankt echni s yang | azi m ber| aku di duni a i nternasi onal . Dar i
Amanat - amanat Presi den Republik I ndonesia yang bersej arah, dapat
di faham , bahwa di pandang dari sudut noneter- ekonom nya.
Pemeri nt ah bertujuan :
1. menberi kemungki nan kepada rakyat untuk nenganbil barang

kebut uhan dengan harga yang | ayak;
2. mel anj ut kan penbangunan Negara, sehi ngga rakyat nencapai

ti ngkat hidup yang nmekin tinggi;
3.merealisir cita-cita masyarakat adil dan maknur secara efisien

Agar supaya dengan peraturan yang sudah di perkuat itu Penerintah
dapat nenper kenbangkan bi dang persedi aan dan peredaran

bar ang- barang sesuai dengan hasil -hasil yang tel ah di capai dal am
| apangan keuangan Negara, nmaksudnya ti ba waktunya unt uk

menet apkan kebij aksanaan sel anj ut nya.

Dem ki an, nmaka Per aturan Penerintah Pengganti Undang-undang in
mer upakan usaha Penerintah untuk menperkokoh nilai mata uang

rupi ah, sehingga mata uang rupi ah ini dapat dihargai dan dicintai
segenap rakyat | ndonesi a.

PASAL DEM PASAL.

Pasal 1.

Dengan di hapuskannya Pungutan Ekspor dan | npor maka pada
hakekat nya tercapai penyeder hanaan dal am per aturan devi sen,
yang dal am rangka Ekonom Ter pi npi n akan nenper!| ancar
pel aksanaan Program Sandang Pangan dan Rencana Penbangunan
Senest a.

Pasal 2.

Yang di maksud dengan kurs dasar rupiah ialah kurs Rp. 45,- US $
1,- seperti ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah No. 43
t ahun 1959



Pasal 3.

Karena dari penyerahan mata uang asing tidak |agi dikurangi Pueks
sebesar 20% maka para eksportir nenerima | ebi h banyak.
Dengan tidak nmengurangi para eksportir, maka untuk
menper kuat keuangan Negara perl u di adakan penungut an bea
kel uar yang akan di atur dengan Peraturan Penerintah
Pengganti Undang-undang tersendiri .

Pasal 4.

Bar ang- barang yang dapat dii npor berdasarkan kurs dasar rupiah
i al ah bar ang- barang penting untuk perekonom an kita. Daftar
bar ang- barang tersebut ditetapkan dengan Perat uran
Peneri nt ah.

Dengan keadaan per edaran barang pada waktu sekarang, maka
penghapusan sekal i gus dari pada Pui m dan sebagai nya akan
meni mbul kan spekul asi - spekul asi yang tak dapat di benarkan.

Unt uk nenghi ndar kan hal -hal ini, maka pada pernul aan, untuk
menst abi [ i sir harga-harga barang i npor ditetapkan suatu
konponen harga yang harus di bayar atas barang-barang i npor
itu. Sesuai dengan kel ancaran dal am per sedi aan dan peredar an
bar ang- barang dan pertunbuhan tingkat harga di dal am negeri,
konponen harga ini secara berangsur-angsur akan di kurangi
hi ngga pada akhirnya diti adakan sama sekali .

Dal am hubungan i ni, ketentuan-ketentuan yang kini berlaku tentang
"meerwi nst" perlu di sesuai kan dengan Peraturan Penerintah
Pengganti Undang-undang ini. D sanping barang-barang itu
masi h ada barang-barang tertentu yang di but uhkan ol eh rakyat
I ndonesi a, yang bel um dapat di produsir didal am negeri. Mka
bar ang- barang tersebut masih perlu diinpor, akan tetapi
tidak perlu dan tidak nungki n pul a untuk nenet apkan harga
bar ang- barang tersebut sebagai harga barang-barang sandang
pangan dan penbangunan.

A eh karena itu barang ini dapat diinpor dengan harga nmata uang
asi ng yang ditetapkan ol eh Bank | ndonesi a. Penetapan harga
mat a uang asi ng ol eh Bank I ndonesi a dil akukan semat a- mat a
untuk nmenstabilisir nilai mata uang rupiah.

Tentu saja harus pul a di adakan beberapa penbatasan terhadap
pengi npor an bar ang- barang. Pertama harus di cegah bahwa
devi sen Negar a di gunakan unt uk nengi npor bar ang- barang yang
sangat nmewah. Keduanya harus pul a di hi ndarkan bahwa i ndustri
dal am negeri nendapat sai ngan yang nemnbahayakan
per kembangannya.

Pasal 5.

Unt uk nenberi kenungki nan nmenper gunakan devi sen yang tidak
tercatat sebagai kekayaan devi sen Negara secara teratur dan
unt uk tujuan-tujuan yang positif, nmaka inpor dengan devi sen
t er sebut di per bol ehkan untuk barang-barang yang jenis dan
syar at - syarat pengi npor annya ditetapkan ol eh Menter



Per dagangan ber sama- sama-sama dengan Menteri Keuangan dal am
rangka ekonom terpinpin. Kenungkinan ini diberikan terutam
unt uk nmenper kenbangkan sektor produksi.

Pasal 6.
Cukup j el as.
Pasal 7.

Sesuai dengan keharusan unt uk nenbeda- bedakan pengel uar an
devi sen untuk inpor barang-barang yang termsuk dal am
gol ongan sandang pangan dan yang terletak diluar bidang ini,
maka dal am sektor jasa-jasapun harus di adakan perbedaan
ant ara pengel uaran devi sen yang dapat di anggap perlu dan
tidak perlu guna penyedi aan dan produksi barang-barang
sandang pangan dan yang ti dak di perbol ehkan untuk itu.
Ter hadap pengel uaran devi sen jasa-jasa yang tidak perlu guna
penyedi aan dan produksi barang-barang sandang pangan sudah
| ayaknya apabil a di adakan paj ak transfer. Untuk nenperbesar
peneri maan devi sen dal am sektor jasa-jasa antara |ain untuk
menper kenbangkan tourisnme. Menteri Keuangan berwenang unt uk
menberi penggantian yang | ebi h nmenari k bagi penyerahan
devi sen dari jasa-jasa tertentu

Pasal 8.

Hi ngga ki ni berl aku peraturan bahawa para eksportir dari pada
hasil-hasil bum tertentu dari beberapa daerah ke Singapura
dan Pi nang, di perkenankan untuk nenyel enggar akan
counter-inpor sebesar 30% dari pada junm ah perm ntaan
devi sen dari ekspor yang bersangkutan. Peraturan ini antara
| ai n nmeni nbul kan kegi at an- kegi at an dal am pasar devi sen

gel ap.

A eh karena itu, dalamrangka penyehatan |alu-lintas penbayaran
dengan | uar negeri, yang hendak di capai dengan Peraturan
Pemeri nt ah Pengganti Undang-undang ini, peraturan yang
di maksud tadi perlu di sesuai kan.

Pasal 9.
Cukup j el as.

Pasal 10.
Cukup j el as.

CATATAN

Kut i pan: LEMBARAN NEGARA DAN TAVBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1960
YANG TELAH DI CETAK ULANG
Sunmber: LN 1960/ 92; TLN NO 2029



